BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kredit dan Pembiayaan

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun
1998 adalah Penyediaan uang atau tagiahan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
anatara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir,
2007:73).

(Malayu S.P. 2008:2007) Pengertian kredit menurut UU RI No.7
Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1, Pasal 1, ayat (12) adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan jumlah bungan imbalan atau pembagian hasil
keuntungan .

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali
bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati (Drs.H. Malayu S.P. Hasibuan 1996).

Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk
melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan
datang karenya penyerahan barang-barang sekarang (Bymont P. Kent,
dikutip oleh Drs. Thomas Suyanto dkk. 1990:15).

Dalam undang-undang Perbankan No. 14/1967 pasal 1 ayat c, yang
dimaksud dengan kredit ialah: “Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang
dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain dalam hal mana, pihak peminjam
berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
jumlah bunga yang ditetapkan”.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12, kredit
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank
dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian
hasil keuntungan.

Menurut Drs. OP. Simorangkir dalam Untung (2000:1) kredit adalah
pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi
(kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.

Menurut Thomas dalam Ismail (2010:93) kredit dalam pengertian
umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima
kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.
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Pengertian pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2007:73).

Pengertian UMKM (Usaha Kecil dan Menengah)

Pengertian Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah
usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan
yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.

Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai
UMKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi, definisi
tersebut diantaranya :

a. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun
1995), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha
Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan
bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak
Rp 1.000.000.000, Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan
entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan
bersih antara Rp 200.000.000 s.d.Rp10.000.000.000, tidak termasuk
tanah dan bangunan.

b. Badan Pusat Statistik Nasional (BPS)

BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja.
Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga
kerja 5 s.d.19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias
usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

c. Bank Indonesia (BI)

UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa:
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1. Modalnya kurang dari Rp. 20 juta.

2. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5
juta.

3. Memiliki aset maksimum Rp 600juta di luar tanah dan bangunan.

4. Omzet tahunan< Rp 1 miliar.

Keppres No. 16/1994:

UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.

400juta.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan dapat

dikatakan UMKM jika memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan
bangunan

2. Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta

Departemen Keuangan:

UMKM adalah perusahaan yang memiliki omset maksimal Rp 600 juta

pertahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan

bangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM), Pengertian UMKM adalah sebagai

berikut:

1. Usaha Mikroadalah usaha produktif milik orang perorangan atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang ini.
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3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri,yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini.

2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Rahardja (1997:104-105) tujuan dan fungsi kredit adalah

guna memperlancar produktifitas dan konsumsi, sehingga tingkat hidup

masyarakat dapat meningkat.

2.2.1.

Tujuan Kredit

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2008:88)
mengemukakan bahwa terdapat 7 tujuan dari penyaluran kredit,
anatara lain ialah untuk:

1. Memperoleh pendapatan bank ddari bunga kredit.
Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana kredit.
Melaksanakan kegiatan operasional bank.

Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
Memperlancar lalu lintas pembayaran.

Menambah modal kerja perusahaan.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Noakown

Menurut (Kasmir 2006) pemberian suatu fasilitas kredit
mempunyai beberapa tujuan yang berhak dicapai yang tentunya
tergantung dari tujuan Bank atau non Bank itu sendiri. Tujuan
pemberian kredit antara lain:

1. Mencari keuntungan
Yaitu bertujuan agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin,
dan dapat memperluas usahanya serta dapat membesarkan
usaha bank.

2. Membantu usaha nasabah
Yaitu agar dapat mengembangkan dan mempertahankan usaha
nasabahnya.

3. Membantu pemerintah
Yaitu dalam berbagai bidang dalam rangka peningkatan
pembangunan di berbagai sektor.
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2.2.2  Fungsi Kredit

Menurut Ismail (2010:96-97) fungsi kredit adalah sebagai

berikut:
1. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan
jasa.

Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini
seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka
kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran
barang dan jasa

2. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle
fund.
Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang
kelebihan dana, dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana.
Kredit merupakan satu cara untuk mengatasi gap tersebut. Satu
pihak kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatakan dana
tersebut sehingga dananya menjadi idle, sementara ada pihak
lain yang mempunyai usaha akan tetapi tidak memiliki dana
yang cukup untuk mengembangkan usahanya, sehingga
memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang
kelebihan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut
dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
Sebagai contoh adalah kredit rekening korang yang diberikan
oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya pada saat bank
telah melakukan perjanjian kredit rekening Koran, pada saat itu
debitur sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara
tunai dari rekening gironya. Kredit ini bisa dianggap adanya
alat pembayaran yang baru.

4. Kredit sebagai alat pengendali harga.
Pemberian  kredit yang ekspansif akan mendorong
meningkatnya jumlah yang beredar, dan peningkatan peredaran
uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya,
pembatasan kredit, akan berpengaruh pada jumlah uang yang
beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat
memiliki dampatk pada penurunan harga.

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi
yang ada.
Apabilah bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal
kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan
memiliki dampak pada kenaikan makroekonomi. Hal ini,
disebabkan karena pihak pengusaha akan memproduksi barang,
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mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatakn
volume perdagangan, dan lain-lain. Semua itu akan
mempunyai dampak pada kenaikan potensi ekonomi.

Menurut Hasibuan (2008:88) mengemukakan bahwa terdapat
10 fungsi kredit bagi masyarakat, anatara lain dapat:
1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan
perdagangan dan perekonomian.
Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
Memperlancar arus barang dan arung uang.
Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGl, dan lain-lain.
Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
Meningkatakn daya guna (utility) barang;
Meningkatakan kegairahan berusaha masyarakat.
Memperbesar modal kerja perusahaan
Meningkatkan income per capita (IRC) masyarakat.
0. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih
ekonomis.

HBOo~NoOORWDN

2.3 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir S.E., M.M. (2007:74-76) Adapun unsur-unsur yang
terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit ialah sebagai berikut:
1. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredint (bank) bahwa kredit yang
diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima
kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh
bank, karean sebelum dan dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan
penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.  Penelitian dan
penyelidikan dalam membayar kredit yang di salurkan.

2. Kesepakatan
Disamping unsure kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur
kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima Kredit.
Kesapakan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-
masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang
ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank nasabah.

3. Jangka Waktu
Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu,
jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah
disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak
memiliki jangka waktu.
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4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian
yang diakibatakn nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padaal
mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak
sengaja yaitu akibat terjadinya musicah seperti bencana alam. Penyebab
tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu
pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu
kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.
Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun
resiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu
keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan ataas pemberian suatu
kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank
prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bungan biaya provisi dan
komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama
bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas
jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.4  Jenis-Jenis Kredit

Menurut Budi Untung (2000:5) dari segi lembaga pemberi-penerima
kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis
kredit dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:

1. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau
konsumsi. Kredit ini diberikanoleh bank pemerintah atau bank swasta
kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kebutuhan permodalan,
dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian
kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.

2. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikanoleh Bank Sentral kepada
bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan
sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Kredit ini
dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya
sesuai ketentuan Pasal 29 UU Bank Sentral Tahun 1968, vyaitu
memajukan urusan perkreditan dan sekaligus Dbertindak sebagai
pengawas atas urusan kredit tersebut. Dengan demikian Bank Indonesia
mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan
kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan yang ada.
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3. Kredit langsung. Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada
lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia
memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan
program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada
Pertamina, atau pihak ketiga lainnya.

Menurut Kasmir (2007:76-77) dalam praktiknya kredit yang ada di
masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian
fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh
bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari
berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau
tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik
tertentu.

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat
dari berbagai segi adalah:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan
Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk
melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam
kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi
kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:
a. Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan

usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa

pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama dan
biasanya kegunaaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu
perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan
produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan
untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya
lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit
modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung
kredit investasi yang sudah ada.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah
bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan
pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah:
a. Kredit Produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau
investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasil barang atau jasa.
Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga
menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa.
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b. Kredit Konsumtif
Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai
secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan
jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai
oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan
Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk
kegiatan perdagangan dan baisanya untuk membeli barang dagangan
yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang
dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau
agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah
tertentu.

Menurut Drs. Malayu S.P Hasibuan (2008:88-90) jenis kredit
dibedakan berdasarkan sudut pandang pendekatan yang kita lakukan,
yaitu:

1. Berdasarkan Jangka Waktu
a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling
lama satu tahun saja.
b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya
anatara satu sampai tiga tahun.
c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih
dari tiga tahun.

2. Berdasarkan Macamnya

a. Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada
hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak
plafond kredit (L3/BMPK)-nya.

b. Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada
pembei, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian.
Misalnya Usance L/C.

c. Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada
penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian
dengan uang muka, misalnya red caluse L/C.

3. Berdasarkan Sektor Perekonomian

a. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan,
peternakan, dan perikanan.

b. Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada
beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.

c. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada
beraneka macam pertambangan.

d. Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada
eksoportir dan atau importer beraneka barang.

e. Kredit koperosi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis
koperasi.
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f. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka
macam profesi, seperti dokter dan guru.

4. Berdasarkan Agama/Jaminan

a. Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan
seseorang terhadap debitur bersangkutan.

b. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan
efek-efek dan surat-surat berharga.

c. Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan
agunan barang ini harus memperhatikan Hukum Perdata Pasal
1132 sampai dengan Pasal 11309.

d. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan
aguana dokumen transaksi, seperti letter of credit (L/C).

5. Berdasarkan Golongan Ekonomi

a. Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada
pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan
lain-lain.  Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang
kekayaan maksimumnya sebesar Rp600 juta, tidak termasuk
tanah dan bangunannya.

b. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit
yang diberikan kepada pengusaha menenganh dan besar.

6. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

a. Kredit rekening Koran (Kredit Perdagangan) adalah kredit yang
dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan
kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, aau
pemindahbukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga
dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya
plafond kredit. Kredit rekening Koran baru dapat ditarik setelah
plafond kredit disetujui.

b. Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus
sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka
waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secaa cicilan atau
sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

2.5 Jaminan Kredit

Menurut Budi Untung (2000:56) Jaminan adalah tanggungan yang
diberikan oleh debitur kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai
suatu kepentingan, yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya
dalam suatu perikatan.

Menurut Kasmir (2007:80-81) Ketidak mampuan nasabah dalam
melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi
jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian.
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Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh debitur
adalah sebagai berikut.

a. Jaminan dengan barang-barang seperti:
- Tanah
- Bangunan
- Kendaraan bermotor
- Mesin-mesin/peralatan
- Barang dagangan
- Tanaman/kebun/sawah
- Dan barang-barang berharga lainnya

b. Jaminan surat berharga seperti:
- Sertifikat Saham
- Sertifikat Obligasi
- Sertifikat Tanah
- Sertifikat Deposito
- Promes
- Wesel
- dan surat berharga lainnya.

c. Jaminan orang atau perusahaan
Yaitu jaminan yang diberikanoleh seseorang atau perusahaan kepada
bank terhadap fasilitas kredit yang kdiberikan. Apbila kredit tersebut
macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah
yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung resikonya.

d. Jaminan asuransi, yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak
asuransi, terutama terhadap phisik obyek kredit, seperti kendaraan,
gedung dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran,
maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2000:91-95) Dalam pemberian kreditnya Bank harus
memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.  Artinya
sebelum fasilitas kredit diberikan maka Bank harus merasa yakin terlebih
dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan
yaitu dengan analisis 5 C, analisis 7 P, dan studi kelayakan.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C kredit dapat dijelaskan
sebagai berikut:
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. Character

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini
calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada
bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan
kredit beanar-benar dapta dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar
belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun
yang bersifata pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang
dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Character
merupakan ukuran untuk menilai ‘“kemauan” nasabah membayar
kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk
membayar kreditnya dengan berbagai cara.

. Capacity (Capability)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang
dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta
kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat
kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin
banyak sumber pendapatannya seseorang maka semkin besar
kemampuannya untuk membayar kredit.

. Capital

Baiasany bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%,
artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula
menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata
lain Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang
dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat
fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang
diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika
terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat
dipergunakan secepat mungkin.  Fungsi jaminan adalah sebagai
pelindung bank dari resiko kerugian.

. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonimi sekarang
dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.
Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian
kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan
kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha
tersebut dimasa yang akan datang.
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Sedangkan penilaian dengan 7 P kredit adalah sebagi berikut:

1.

Personalitiy

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah
lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga
mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam
menghadapi suatu masalah.  Personality hampir sma dengan
character dari 5 C.

Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu
atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta
karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan
tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula
dari bank. Kredit untuk pengusaha lembah sangat berbeda denga
kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah,
bunga dan persyaratan lainnya.

Perpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit,
termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan
pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk
konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan
perdagangan.

Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang
apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain
mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat
jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek,
bukan hanya bank yang akan rugi akan tetapi juga nasabah.

Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit
yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk
pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber
penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah
satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemapuan nasabah dalam mencari
laba. Profitability diukur dari period eke periode apakah akan
tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan
kredit yang akan diperolehnya dari bank.
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7. Protection
Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh
bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat
berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat

pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah
yang relative besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan
meliputi:

1.

Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-
dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitor, seperti akte
notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.

Aspek Pasar dan Pemasaran
Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa
yang akan datang.

Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam
membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar
berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan
diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio
keuangan.

Aspek Operasi/Teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan
kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana
yang dimilikinya.

Aspek Manajemen
Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki
oleh perusahaan, baik dari segi.
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2.7 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur adalah tahap-tahap yang harus dilakukan oleh unit-unit kerja
dalam suatu perusahaan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Menurut Mulyadi (2011) mendefinisikan prosedur adalah suatu urutan
kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau
lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi
perusahaan yang terjadi secaa berulang-ulang.

Menurut Budi Untung (2000:110) Tiap bank mempunyai cara sendiri
tentang pengajuan dan penyelesain permintaan kredit. Pada umumnya
prosedur tersebut dapat dibagi dalam beberapa tahap:

a. Mengajukan permintaan kredit, termasuk di dalamnya wawancara antara
petugas bank dengan calon nasabah;

b. Persiapan pemutusan kredit, termasuk di dalamnya pengumpulan data,
penilaian data dan pemeriksaan “on the spot”;

c. Pemutusan kredit, ialah menentukan banyaknya dan jangka waktu kredit
serta syarat bank terakhir lainnya;

d. Tatalaksana dan pengawasan kredit, termasuk di dalamnya pebinaan
nasabah.

Menurut (Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti 2004) pengertian
prosedur Pemberian Kredit adalah: “Tahapan-tahapan yang dirancang oleh
pihak Bank dengan maksud mempermudah calon Debitur untuk
melaksanakan kredit, dimana tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan oleh
kedua belah pihak Bank maupun calon Debitur dengan ketentuan yang
berlaku™.

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa setiap

bank memiliki Prosedur Pemberian Kredit sendiri, meskipun secara umum
prosedur pemberian kredit itu sama, dimana prosedur pemberian kredit
dilakukan dengan beberapa tahap yang memiliki tujan agar pihak bank dapat
memastikan kelayakan suatu kredit itu ditolak atau diterima.

Menurut (Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti 2004) Prosedur
Pemberian Kredit adalah:
Persiapan Kredit.
Analisis atau penilaian kredit.
Keputusan kredit.
Pelaksanaan dan Administrasi Kredit.
Supervise kredit & pembinaan debitur.

agkrowppE
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Sedangkan menurut Kasmir (2007:96-102) secara umum prosedur
pemberian kredit oleh badan hukum ialah sebagai berikut:
1. Pengajuan Proposal
Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang
pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis
dalam suatu prosposal.  Proposal kredit harus dilampiri dengan
dokumen-dokumen  lainnya yang dipersyaratkan.  Yang perlu
diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya
yang berisi keterangan tentang:

- Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang
usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya,
perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.

- Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan
pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset penjualan
atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik
baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu
mendapat perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal
kerja atau investasi.

- Besarnya kredit dan jangka waktu.

Dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang
diinginkan dari jangka waktu kreditnya.

- Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan
secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya
apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.

- Jaminan Kredit
Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat.
Penilaian jaminan kredit haruslah teliti sampai terjadi sengketa
palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu
asuransi tertentu.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang
diajukan pemohon kredit. Dalam peyelidikan berkas hal-hal yang perlu
diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-
berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akte Notaris, TDP,
KTP dan Surat-surat Jaminan seperti Sertifikat Tanah, BPKB Mobil ke
instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan
benara maka pihak bank mencoba mengkalkulasikan apakah jumlah
kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk
membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap
angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai rasio keuangan
yang ada.
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3. Penilaian Kelayakan Kredit

Dalam penialaian kealyakan suatu kredit dapat dilakukan dengan

menggunakan 5 C atau 7 P namun untuk kredit yang lebih besar
jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan.
Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas
kredit adalah:

a.

Aspek Hukum

Dalam aspek ini tujuannya dalah untuk menilai keaslian dan

keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit.

Penilaian aspek hukum meliputi :

- Akte Notaris

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- lzin Usaha

- lzin Mendirikan Bangunan (IMB)

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- Sertifikat-sertifikat yang dimiliki baik sertifikat tanah atau surat-
surat berharga

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

- Dan lain-lain

Aspek Pasar dan Pemasaran

Merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan

laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan.

Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha sekarang

dan dimasa yang akan datang.

Aspek Keuangan

Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari Laporan

Keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi dan Laba 3 tahun terakhir.

Analisis keuangan meliputi analisis dengan menggunakan rasio-rasio

keuangan seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktifitas, rasio

profitabilitas dan analisis pulang pokok.

Aspek Teknis / Operasi

Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha, kemudian

kelengkapan sarana dan perasarana yang dimiliki, termasuk lay out

gedung dan ruangan.

Aspek Manajemen

Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya,

termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.

Aspek Ekonomi Sosial

Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi

masyarakat luas baik ekonomi maupun sosial.

Aspek AMDAL

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya

sudah sesuai memenubhi criteria analisis dampak lingkungan terhadap

darat, air dan udara sekitarnya.
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4. Wawancara Pertama
Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan
cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah
untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan
lengkap sesuai yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk
mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
Pertanyaan yang diajukan dapat pula dilakukan dengan wawancara
terstruktur, tidak terstruktur atau wawancara stress atau dengan cara

menjebak nasabah.

5. Peninjauan ke Lokasi (On the Spot)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil
penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah
melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek kredit. Kemudian
hasi on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat
hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada
nasabah, sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi
yang sebenarnya.  Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk
memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai
denga apa yang tertulis dalam proposal.

6. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang
ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. \Wawancara
kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada
kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di
lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara
pertama dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian
dan mengandung suatu kebenaran.

7. Keputusan Kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan
dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi
seluruh aspek studi kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah
keputusan kredit.

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak
untuk diberiakn atau ditolak, jika layak maka, dipersiapkan
administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- Akad kredit yang akan ditandatangani
- Jumlah uang yang diterima
- Dan biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan
keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya
dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.
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8. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupaakn kelanjutan dari diputuskannya kredit.
Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah
menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan
hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatangan
dilaksanakan:
- Antara Bank dengan Debitur secara langsung atau
- Melalui notaris.

9. Realisasi Kredit

Setelah akad kredit ditandatangani maka langkah selanjutnya
adalah merealisasikan kredit.  Realisasi kredit diberikan setelah
penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening
giro atau tabungan dibank yang bersangkutan. Dengan demikian
penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah
dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi
dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.
Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak
dan dapat dilakukan.



